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BUPATI KAUR 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR: :l.;l_ TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 20 TAHUN 2020 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN 

PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 
2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana 
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) sebagai Bencana Nasional, penyebaran wabah penyakit 
ini belum berakhir dan semakin meluas; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 
tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 
dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang 
Diselanggarakan Pada Masa Pandemi Covid 19 di 
Kabu paten Kaur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kaur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bu pati Kaur ten tang Peru bahan A tas Peraturan Bu pati 
Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis 
Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 
Kabu paten Kaur; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
menteri dalam negeriNomor 65 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 



Menetapkan 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 
Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 236); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 
Tahun 2016 Nomor 237, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Nomor 09); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor O 1 Tahun 2021 
tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang 
Diselanggarakan Pada Masa Pandemi Covid 19 di 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 
Tahun 2021 Nomor 278); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 20 TAHUN 2020 
TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN DAN 
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN 
KAUR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalarn peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten 
Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 822) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 
Kabupaten Kaur diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum pada 
Larnpiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan 
Bupati ini. 

(2) Tahapan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan sebelum 
diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah. 

(3) Tahapan pemilihan Kepala Desa selanjutnya berpedoman pada Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 3 

Petugas pembantu panitia pemilihan Kepala Desa adalah petugas pemungutan 
suara yang ditetapkan oleh Badan Permusayaratan Desa dan bertanggungjawab 
kepada Panitia Pemilipan Kepala Desa. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetah uinya, memerin tahkan pengundangan Pera tu ran Bu pati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 

pP 1a tanggal 10 ft/;ntt1rt' 2021 
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Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal /@ ,=rc6ruart' 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2021 NOMOR: 0/"7} 


